BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1946, 2016 KEMENKEU. Kesehatan Fiskal. Pengelolaan
Keuangan Daerah. Pemeringkatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198/PMK.07/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemeringkatan kesehatan
fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagai kriteria
kinerja dalam perhitungan alokasi Dana Insentif
Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa kewenangan Menteri Keuangan untuk
melaksanakan pemeringkatan kesehatan fiskal dan
pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas

perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah perlu
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Menimbang

Menetapkan

melakukan perubahan metodologi pemeringkatan
kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan tersebut huruf a;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan

Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 278) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07 /2015
tentang Pemeringkatan  Kesehatan  Fiskal dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2064);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN
KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 266 /PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan
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Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2064), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7
(1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan
Keuangan Daerah dilakukan terhadap seluruh
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
(2) Hasil penilaian Pemeringkatan Kesehatan Fiskal
dan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan
terhadap daerah provinsi, kabupaten, dan kota
yang telah tersedia 3 (tiga) atau paling kurang 2
(dua) indikator kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1).

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk memperoleh Nilai Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan:

a. menjumlahkan Nilai Indikator;

b. memberikan pembobotan nilai terhadap
masing-masing indikator; dan

c. menentukan nilai tertinggi masing-masing
indikator.

(2) Nilai Indikator sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dikalikan koefisien penyesuaian.

(3) Koefisien penyesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperoleh dari pembagian bobot nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan nilai tertinggi indikator sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c.



